
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN
EVALUASI MANDIRI

AKUNTABILITAS KINERJA

Triwulan I Tahun 2026

PROVINSI SUMATERA SELATAN



User
Bapenda



User
Bapenda



User
Bapenda



User
Bapenda



EVALUASI KINERJA HASIL PENILAIAN MANDIRI 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN I TAHUN 2026 

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 
 

NO. KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA Catatan Hasil Evaluasi PM PENANGGUNGJAWAB 

1. Perencanaan 
Kinerja 

1. Dokumen Perencanaan 
Kinerja telah tersedia 

1. Terdapat Pedoman Teknis 
Perencanaan Kinerja 

1. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai 

dengan target dalam UU 1/2022 tentang 
HKPD 

Bidang Pajak 

      2. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
Bidang P2PATDA disesuaikan kembali 
sesuai dengan target dalam PP 35/2023 

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah  

Bidang P2PATDA 

      3. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai 

dengan target dalam Perda 3/2023 
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 

Bidang PDLL 

      4. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
Bidang Wasbin disesuaikan kembali 

sesuai dengan cascading dan cross-
cutting internal dan eksternal 

Bidang Wasbin 

      5. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
Sekretariat disesuaikan kembali sesuai 
dengan hasil penilaian e-kinerja individu 

pegawai 

Sekretariat 

      6. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
UPTB Puslia disesuaikan kembali sesuai 
dengan hasil pelaksanaan elektronifikasi 
pemerintah daerah 

UPTB Puslia 

    2. Terdapat Pedoman Teknis 

Perencanaan Kinerja 
Jangka Panjang 

1. Pedoman teknis perencanaan kinerja 

jangka panjang Bidang Pajak disesuaikan 
kembali sesuai dengan target dan 
indicator yang tertuang di dalam 

dokumen RPJPD 2005 – 2025  

Bidang Pajak 

      2. Pedoman teknis perencanaan kinerja 

jangka panjang Bidang P2PATDA 
disesuaikan kembali sesuai dengan 
target dan indicator yang tertuang di 

dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025 

Bidang P2PATDA 

      3. Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang PDLL 



jangka panjang Bidang PDLL disesuaikan 
kembali sesuai dengan target dan 
indicator yang tertuang di dalam 
dokumen RPJPD 2005 – 2025 

      4. Pedoman teknis perencanaan kinerja 

jangka panjang Bidang Wasbin 
disesuaikan kembali sesuai dengan 
target dan indicator yang tertuang di 

dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025 

Bidang Wasbin 

      5. Pedoman teknis perencanaan kinerja 

jangka panjang Sekretariat disesuaikan 
kembali sesuai dengan target dan 
indicator yang tertuang di dalam 

dokumen RPJPD 2005 – 2025 

Sekretariat 

      6. Pedoman teknis perencanaan kinerja 

jangka panjang UPTB Puslia disesuaikan 
kembali sesuai dengan target dan 
indicator yang tertuang di dalam 

dokumen RPJPD 2005 – 2025 

UPTB Puslia 

    3. Terdapat Pedoman Teknis 
Perencanaan Kinerja 
Jangka Menengah 

1. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
jangka menengah Bidang Pajak 
seharusnya merupakan cascading level di 
bawah perencanaan kinerja jangka 

panjang sehingga terlihat penjenjangan 
kinerja dalam skala 5 tahunan  

Bidang Pajak 

      2. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
jangka menengah Bidang P2PATDA 

seharusnya merupakan cascading level di 
bawah perencanaan kinerja jangka 
panjang sehingga terlihat penjenjangan 
kinerja dalam skala 5 tahunan 

Bidang P2PATDA 

      3. Perbaikan indicator kinerja Bidang PDLL 

diselaraskan dengan penjenjangan 
kinerja dari perencanaan kinerja jangka 
panjang 

Bidang PDLL 

      4. Perbaikan indicator kinerja Bidang 
Wasbin diselaraskan dengan 

penjenjangan kinerja dari perencanaan 
kinerja jangka panjang 

Bidang Wasbin 

      5. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
jangka menengah Sekretariat seharusnya 
merupakan cascading level di bawah 

perencanaan kinerja jangka panjang 
sehingga terlihat penjenjangan kinerja 
dalam skala 5 tahunan 

Sekretariat 



      6. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
jangka menengah UPTB Puslia 
seharusnya merupakan cascading level di 
bawah perencanaan kinerja jangka 

panjang sehingga terlihat penjenjangan 
kinerja dalam skala 5 tahunan 

UPTB Puslia 

    4. Terdapat Pedoman Teknis 
Perencanaan Kinerja 

Jangka Pendek 

1. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
jangka pendek Bidang Pajak 

ditambahkan dukungan anggaran yang 
mendukung kinerja 

Bidang Pajak 

      2. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
jangka pendek Bidang P2PATDA 
disesuaikan dengan hasil evaluasi 

baseline realisasi tahun sebelumnya 

Bidang P2PATDA 
 

      3. Tambahkan definisi operasional 

perhitungan indicator Bidang PDLL pada 
pedoman teknis perencanaan kinerja 
jangka pendek  

Bidang PDLL 

      4. Tambahkan hasil evaluasi SPIP BPKP 

sebagai rekomendasi perbaikan indicator 
kinerja Bidang Wasbin 

Bidang Wasbin 

      5. Pedoman teknis perencanaan kinerja 
jangka pendek Sekretariat disesuaikan 
dengan hasil evaluasi baseline realisasi 

tahun sebelumnya 

Sekretariat 

      6. Pedoman teknis perencanaan kinerja 

jangka pendek UPTB Puslia ditambahkan 
dukungan anggaran yang mendukung 
kinerja 

UPTB Puslia 

    5. Terdapat Dokumen 
Perencanaan Aktivitas yang 

mendukung kinerja  

1. Tambahkan penjelasan cross-cutting 
aktivitas Bidang Pajak dengan 

stakeholder eksternal 

Bidang Pajak 

      2. Target perencanaan kinerja Bidang 
P2PATDA dibuat per triwulan  

Bidang P2PATDA 

      3. Tambahkan target waktu pelaksanaan 
aktivitas Bidang PDLL yang mendukung 
kinerja  

Bidang PDLL 

      4. Tambahkan efisiensi penggunaan 

sumber daya Bidang Wasbin terhadap 
aktivitas mendukung kinerja 

Bidang Wasbin 

      5. Tambahkan kekuatan human capital 
internal yang mendukung aktivitas 
kinerja Sekretariat 

Sekretariat 

      6. Tambahkan dukungan anggaran per 
triwulan rencana penarikan dana 

UPTB Puslia 



mendukung aktivitas kinerja UPTB Puslia 

    6. Terdapat dokumen 

perencanaan anggaran 
yang mendukung kinerja 

1. Perbaikan tabel perbandingan 

perencanaan anggaran dengan anggaran 
yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang 
Pajak 

Bidang Pajak 

      2. Perbaikan tabel perbandingan 
perencanaan anggaran dengan anggaran 

yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang 
P2PATDA 

Bidang P2PATDA 

      3. Perbaikan tabel perbandingan 
perencanaan anggaran dengan anggaran 
yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang 

PDLL 

Bidang PDLL 

      4. Perbaikan tabel perbandingan 
perencanaan anggaran dengan anggaran 
yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang 

Wasbin 

Bidang Wasbin 

      5. Perbaikan tabel perbandingan 

perencanaan anggaran dengan anggaran 
yang tersedia dalam RKA/DPA 
Sekretariat 

Sekretariat 

      6. Perbaikan tabel perbandingan 
perencanaan anggaran dengan anggaran 

yang tersedia dalam RKA/DPA UPTB 
Puslia 

UPTB Puslia 

    7. Setiap unit satuan kerja 
merumuskan dan 

menetapkan perencanaan 
kinerja 

1. Rumusan dan penetapan perencanaan 
kinerja telah sesuai dan diformalkan 

 

  2. Dokumen perencanaan 
kinerja telah memenuhi 
standar yang baik yaitu 

untuk mencapai hasil 
dengan ukuran kinerja 
yang SMART 

menggunakan 
penyelarasan (cascading) 
disetiap level secara logis 

serta memperhatikan 
kinerja bidang lain 
(cross-cutting) 

1. Dokumen perencanaan 
kinerja telah diformalkan 

1. Dokumen perencanaan kinerja telah 
diformalkan 

 

    2. Dokumen perencanaan 
kinerja telah dipublikasikan 

tepat waktu 

1. Dokumen perencanaan kinerja telah 
dipublikasikan di web bapenda prov 

sumsel  
 

 



    3. Dokumen perencanaan 
kinerja telah 
menggambarkan 
kebutuhan atas kinerja 

sebenarnya yang perlu 
dicapai 

1. Perbaikan kinerja Bidang Pajak sesuai 
dengan hasil analisis eviews terkait 
indikator pencapaian tujuan dan sasaran 
OPD 

Bidang Pajak 

      2. Perbaikan kinerja Bidang P2PATDA 
sesuai dengan hasil analisis eviews 

terkait indikator pencapaian tujuan dan 
sasaran OPD 

Bidang P2PATDA 

      3. Perbaikan kinerja Bidang PDLL sesuai 
dengan hasil analisis eviews terkait 
indikator pencapaian tujuan dan sasaran 

OPD 

Bidang PDLL 

      4. Perbaikan kinerja Bidang Wasbin sesuai 

dengan hasil analisis eviews terkait 
indikator pencapaian tujuan dan sasaran 
OPD 

Bidang Wasbin 

      5. Perbaikan kinerja Sekretariat sesuai 

dengan hasil analisis eviews terkait 
indikator pencapaian tujuan dan sasaran 
OPD 

Sekretariat 

      6. Perbaikan kinerja UPTB Puslia sesuai 
dengan hasil analisis eviews terkait 

indikator pencapaian tujuan dan sasaran 
OPD 

UPTB Puslia 

    4. Kualitas rumusan hasil 
(tujuan/sasaran) telah jelas 
menggambarkan kondisi 

kinerja yang akan dicapai 

1. Perumusan indikator Bidang Pajak 
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil 
analisis eviews, menggambarkan bahwa 

indikator tersebut sebagai critical success 
factor pada sasaran strategis tingkat 
intermediate outcomes level  

Bidang Pajak 

      2. Perumusan indikator Bidang P2PATDA 
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil 

analisis eviews, menggambarkan bahwa 
indikator tersebut sebagai critical success 
factor pada sasaran strategis tingkat 

intermediate outcomes level 

Bidang P2PATDA 

      3. Perumusan indikator Bidang PDLL 
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil 
analisis eviews, menggambarkan bahwa 
indikator tersebut sebagai critical success 
factor pada sasaran strategis tingkat 
intermediate outcomes level 

Bidang PDLL 

      4. Perumusan indikator Bidang Wasbin Bidang Wasbin 



disesuaikan kembali sesuai dengan hasil 
analisis eviews, menggambarkan bahwa 
indikator tersebut sebagai critical success 
factor pada sasaran strategis tingkat 

intermediate outcomes level 

      5. Perumusan indikator Sekretariat 
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil 
analisis eviews, menggambarkan bahwa 

indikator tersebut sebagai critical success 
factor pada sasaran strategis tingkat 
intermediate outcomes level 

Sekretariat 

      6. Perumusan indikator UPTB Puslia 
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil 

analisis eviews, menggambarkan bahwa 
indikator tersebut sebagai critical success 
factor pada sasaran strategis tingkat 

intermediate outcomes level 

UPTB Puslia 

    5. Ukuran keberhasilan 

(indikator kinerja) telah 
memenuhi kriteria SMART 

1. Indikator kinerja Bidang Pajak belum 

spesifik mengarahkan pada tujuan dan 
sasaran OPD 

Bidang Pajak 

      2. Indikator kinerja Bidang P2PATDA belum 
menggambarkan indikator yang jelas dan 
dapat dihitung dengan definisi 

operasional yang baku 

Bidang P2PATDA 

      3. Indikator kinerja Bidang PDLL belum 
menggambarkan indikator yang dapat 
dicapai  

Bidang PDLL 

      4. Indikator kinerja Bidang Wasbin harus 
relevant dengan pelaksanaan tugas dan 

fungsi 

Bidang Wasbin 

      5. Indikator kinerja Sekretariat harus 

berbasis waktu kondisi saat ini  

Sekretariat 

      6. Indikator kinerja UPTB Puslia belum jelas 
menggambarkan target yang dapat 
diukur  

UPTB Puslia 

    6. Indikator Kinerja Utama 
(IKU) telah 

menggambarkan kondisi 
kinerja utama yang harus 
dicapai, tertuang secara 

berkelanjutan (sustainable, 
tidak sering diganti dalam 
1 periode perencanaan 

strategis) 

1. IKU telah sesuai dengan indikator RPJMD 
dan telah sustainable  

 

    7. Target yang ditetapkan 1. Target kinerja Bidang Pajak belum Bidang Pajak 



dalam perencanaan kinerja 
dapat dicapai (achievable), 
menantang dan realisistis 

menggambarkan kinerja yang realistis 
untuk dicapai 

      2. Target kinerja Bidang P2PATDA belum 
menggambarkan kinerja yang realistis 

untuk dicapai 

Bidang P2PATDA 

      3. Target kinerja Bidang PDLL belum 

menggambarkan kinerja yang realistis 
untuk dicapai 

Bidang PDLL 

      4. Target kinerja Bidang Wasbin belum 
menggambarkan kinerja yang realistis 
untuk dicapai 

Bidang Wasbin 

      5. Target kinerja Sekretariat belum 

menggambarkan kinerja yang realistis 
untuk dicapai 

Sekretariat 

      6. Target kinerja UPTB Puslia belum 
menggambarkan kinerja yang realistis 
untuk dicapai 

UPTB Puslia 

    8. Setiap dokumen 

perencanaan kinerja 
menggambarkan hubungan 
yang berkesinambungan 
serta selaras antara 

kondisi/hasil yang akan 
dicapai di setiap level 
jabatan (cascading) 

1. Perencanaan kinerja Bidang Pajak belum 

menggambarkan cross-cutting eksternal 

Bidang Pajak 

      2. Perencanaan kinerja Bidang P2PATDA 

disesuaikan kembali sesuai dengan hasil 
cascading tujuan dan sasaran OPD 

Bidang P2PATDA 

      3. Perencanaan kinerja Bidang PDLL 
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil 
cascading tujuan dan sasaran OPD 

Bidang PDLL 

      4. Perencanaan kinerja Bidang Wasbin 
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil 

cascading tujuan dan sasaran OPD 

Bidang Wasbin 

      5. Perencanaan kinerja Sekretariat 
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil 
cascading tujuan dan sasaran OPD 

Sekretariat 

      6. Perencanaan kinerja UPTB Puslia belum 
menggambarkan cross-cutting eksternal 

UPTB Puslia 

    9. Perencanaan kinerja dapat 
memberikan informasi 

tentang hubungan kinerja, 
strategi, kebijakan bahkan 
aktivitas antar 

1. Tambahkan strategi yang akan 
dilaksanakan Bidang Pajak sehubungan 

dengan cross-cutting eksternal 

Bidang Pajak 



bidang/dengan tugas dan 
fungsi lain yang berkaitan 
(cross-cutting) 

      2. Tambahkan kebijakan yang akan 
dilaksanakan Bidang P2PATDA 

sehubungan dengan cross-cutting baik 
internal dan eksternal 

Bidang P2PATDA 

      3. Tambahkan penjelasan hubungan tata 
kerja Bidang PDLL dengan OPD 
Pemungut Retribusi sehingga terjadi 

cross-cutting eksternal 

Bidang PDLL 

      4. Tambahkan penjelasan hubungan tata 

kerja Bidang Wasbin dengan bidang 
sehingga terjadi cross-cutting internal 

Bidang Wasbin 

      5. Tambahkan penjelasan hubungan tata 
kerja Sekretariat dengan bidang 

sehingga terjadi cross-cutting internal 

Sekretariat 

      6. Tambahkan penjelasan hubungan tata 

kerja UPTB Puslia dengan bidang 
sehingga terjadi cross-cutting internal 

UPTB Puslia 

    10. Setiap pegawai 
merumuskan dan 
menetapkan perencanaan 

kinerja 

1. Seluruh pegawai telah membuat 
perjanjian kinerja terintegrasi dengan e-
kinerja 

 

  3. Perencanaan kinerja 
telah dimanfaatkan 
untuk mewujudkan hasil 

yang bersinambungan 

1. Anggaran yang ditetapkan 
telah mengacu pada 
kinerja yang ingin dicapai 

   

    2. Aktivitas yang dilaksanakan 

telah mendukung kinerja 
yang ingin dicapai 

   

    3. Target yang ditetapkan 
dalam perencanaan kinerja 
telah dicapai dengan baik, 

atau setidaknya masih on 
the track 

1. Percepatan pelaksanaan 
program/kegiatan/sub kegiatan pada 
Bidang Pajak karena hal ini sebagai alat 

untuk mencapai target tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan 

Bidang Pajak 

      2. Percepatan pelaksanaan 
program/kegiatan/sub kegiatan pada 

Bidang P2PATDA karena hal ini sebagai 
alat untuk mencapai target tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan 

Bidang P2PATDA 

      3. Percepatan pelaksanaan 
program/kegiatan/sub kegiatan pada 

Bidang PDLL karena hal ini sebagai alat 
untuk mencapai target tujuan dan 

Bidang PDLL 



sasaran yang telah ditetapkan 

      4. Percepatan pelaksanaan 

program/kegiatan/sub kegiatan pada 
Bidang Wasbin karena hal ini sebagai 
alat untuk mencapai target tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan 

Bidang Wasbin 

      5. Percepatan pelaksanaan 

program/kegiatan/sub kegiatan pada 
Sekretariat karena hal ini sebagai alat 
untuk mencapai target tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan 

Sekretariat 

      6. Percepatan pelaksanaan 

program/kegiatan/sub kegiatan pada 
UPTB Puslia  karena hal ini sebagai alat 
untuk mencapai target tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan 

UPTB Puslia 

    4. Rencana aksi kinerja dapat 
berjalan dinamis karena 
capaian kinerja selalu 

dipantau secara berkala 

1. Pemantauan dan evaluasi secara berkala 
waktu telah dilaksanakan baik per 
triwulan dan per bulan 

 

    5. Terdapat 

perbaikan/penyempurnaan 
dokumen perencanaan 
kinerja yang ditetapkan 

dari hasil analisis perbaikan 
kinerja sebelumnya 

1. Catatan rekomendasi kinerja rendah 

pada periode sebelumnya untuk upaya 
perbaikan di masa mendatang agar 
dilihat kembali  

Semua Bidang dan 

UPTB Puslia 

    6. Terdapat 
perbaikan/penyempurnaan 
dokumen perencanaan 

kinerja dalam mewujudkan 
kondisi/hasil yang lebih 
baik 

1. Catatan rekomendasi kinerja rendah 
pada periode sebelumnya untuk upaya 
perbaikan di masa mendatang agar 

dilihat kembali 

Semua Bidang dan 
UPTB Puslia 

    7. Setiap unit/satuan kerja 
memahami dan peduli 

serta berkomitmen dalam 
mencapai kinerja yang 
telah direncanakan 

1. Unit/satuan kerja telah memahami untuk 
berkomitmen mencapai kinerja lebih baik 

sesuai dengan hasil rapat optimasi 
bersama Ka. Bapenda  

Semua Bidang dan 
UPTB Puslia 

    8. Setiap pegawai memahami 

dan peduli serta 
berkomitmen dalam 
mencapai kinerja yang 
telah direncanakan 

1. Unit/satuan kerja telah memahami untuk 

berkomitmen mencapai kinerja lebih baik 
sesuai dengan hasil rapat optimasi 
bersama Ka. Bapenda 

Semua Bidang dan 

UPTB Puslia 

2. Pengukuran 

kinerja 

1. Pengukuran kinerja telah 

dilakukan 

1. Terdapat pedoman teknis 

pengukuran kinerja dan 
pengumpulan data kinerja 

1. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan 

pengumpulan data kinerja telah ada dan 
sudah ada SOP nya 

 



    2. Terdapat definisi 
operasional yang jelas atas 
kinerja dan cara mengukur 
indikator kinerja 

1. Defisini operasional Bidang Pajak belum 
jelas, ditambahkan perhitungan yang 
realistis 

Bidang Pajak 

      2. Defisini operasional Bidang P2PATDA 

belum jelas, ditambahkan perhitungan 
yang realistis 

Bidang P2PATDA 

      3. Defisini operasional Bidang PDLL belum 
jelas, ditambahkan perhitungan yang 
realistis 

Bidang PDLL 

      4. Defisini operasional Bidang Wasbin 
belum jelas, ditambahkan perhitungan 

yang realistis 

Bidang Wasbin 

      5. Defisini operasional Sekretariat belum 
jelas, ditambahkan perhitungan yang 
realistis 

Sekretariat 

      6. Defisini operasional UPTB Puslia belum 
jelas, ditambahkan perhitungan yang 

realistis 

UPTB Puslia 

    3. Terdapat mekanisme yang 
jelas terhadap 
pengumpulan data kinerja 
yang dapat diandalkan 

1. SOP mengenai mekanisme pengumpulan 
data kinerja telah ada 

 

  2. Pengukuran kinerja telah 

menjadi kebutuhan 
dalam mewujudkan 
kinerja secara efektif dan 

efisien dan telah 
dilakukan secara 
berjenjang dan 
berkelanjutan 

1. Pimpinan selalu terlibat 

sebagai pengambil 
keputusan (decision maker) 
dalam mengukur capaian 

kinerja 

1. Pimpinan telah memberikan arahan 

terkait dengan kinerja dalam bentuk 
rapat koordinasi optimasi 

 

    2. Data kinerja yang 

dikumpulkan telah relevan 
untuk mengukur capaian 
kinerja yang diharapkan 

1. Data kinerja yang dikumpulkan telah 

relevan dengan indikator yang ingin 
dicapai 

 

    3. Data kinerja yang 
dikumpulkan telah 

mendukung capaian kinerja 
yang diharapkan 

1. Tambahkan data BPS sebagai 
pembanding data kinerja Bapenda 

Semua Bidang dan 
UPTB Puslia 

    4. Pengukuran kinerja telah 
dilakukan secara berkala 

1. Melalui dokumen Kinerja dan Fakta 
Bapenda (KITAB) pengukuran kinerja 
telah dilaksanakan secara berkala waktu 

 

    5. Setiap level organisasi 

melakukan pemantauan 
atas pengukuran capaian 

1. Pemantauan atas pengukuran kinerja 

Bidang Pajak belum seluruhnya sampai 
ke level operasional 

Bidang Pajak 



kinerja unit di bawahnya 
secara berjenjang 

      2. Pemantauan atas pengukuran kinerja 
Bidang P2PATDA belum seluruhnya 
sampai ke level operasional 

Bidang P2PATDA 

      3. Pemantauan atas pengukuran kinerja 
Bidang PDLL belum seluruhnya sampai 

ke level operasional 

Bidang PDLL 

      4. Pemantauan atas pengukuran kinerja 
Bidang Wasbin belum seluruhnya sampai 
ke level operasional 

Bidang Wasbin 

      5. Pemantauan atas pengukuran kinerja 
Sekretariat belum seluruhnya sampai ke 

level operasional 

Sekretariat 

      6. Pemantauan atas pengukuran kinerja 

UPTB Puslia belum seluruhnya sampai ke 
level operasional 

UPTB Puslia 

    6. Pengumpulan data kinerja 
telah memanfaatkan 

teknologi informasi 
(aplikasi) 

1. Pengukuran capaian kinerja telah 
memanfaatkan alat analisis eviews 

dengan Sistem Informasi Kendali Kinerja 
(SI KEN KIN) 

 

    7. Pengukuran capaian kinerja 
telah memanfaatkan 
teknologi informasi 

(aplikasi) 

1. Pengukuran capaian kinerja telah 
memanfaatkan alat analisis eviews 
dengan Sistem Informasi Kendali Kinerja 

(SI KEN KIN) 

 

  3. Pengukuran kinerja telah 

dijadikan dasar dalam 
pemberian reward dan 
punishment serta 

penyesuaian strategi 
dalam mencapai kinerja 
yang efektif dan efisien 

1. Pengukuran kinerja telah 

menjadi dasar dalam 
penyesuaian 
(pemberian/pengurangan) 

tunjangan 
kinerja/penghasilan 

1. Hasil pengukuran kinerja telah dijadikan 

dasar pembayaran tunjangan perbaikan 
penghasilan (TPP) berdasarkan prestasi 
kerja 

 

    2. Pengukuran kinerja telah 
menjadi dasar dalam 

penempatan/penghapusan 
jabatan baik structural 
maupun fungsional 

   

    3. Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi 
penyesuaian (refocusing) 
organisasi 

   

    4. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi 

penyesuaian strategi dalam 
mencapai kinerja 

1. Pengukuran kinerja Bidang Pajak belum 
sepenuhnya mempengaruhi strategi 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang Pajak 



      2. Pengukuran kinerja Bidang P2PATDA 
belum sepenuhnya mempengaruhi 
strategi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang P2PATDA 

      3. Pengukuran kinerja Bidang PDLL belum 
sepenuhnya mempengaruhi strategi 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang PDLL 

      4. Pengukuran kinerja Bidang Wasbin 

belum sepenuhnya mempengaruhi 
strategi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang Wasbin 

      5. Pengukuran kinerja Sekretariat belum 
sepenuhnya mempengaruhi strategi 
pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat 

      6. Pengukuran kinerja UPTB Puslia belum 

sepenuhnya mempengaruhi strategi 
pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPTB Puslia 

    5. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi 
penyesuaian kebijakan 

dalam mencapai kinerja 

1. Pengukuran kinerja Bidang Pajak belum 
sepenuhnya mempengaruhi kebijakan 
pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang Pajak 

      2. Pengukuran kinerja Bidang P2PATDA 
belum sepenuhnya mempengaruhi 
kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang P2PATDA 

      3. Pengukuran kinerja Bidang PDLL belum 
sepenuhnya mempengaruhi kebijakan 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang PDLL 

      4. Pengukuran kinerja Bidang Wasbin 

belum sepenuhnya mempengaruhi 
kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang Wasbin 

      5. Pengukuran kinerja Sekretariat belum 
sepenuhnya mempengaruhi kebijakan 
pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat 

      6. Pengukuran kinerja UPTB Puslia belum 

sepenuhnya mempengaruhi kebijakan 
pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPTB Puslia 

    6. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi 
penyesuaian aktivitas 

dalam mencapai kinerja 

1. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi 
aktivitas kinerja bidang 

 

    7. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi 
penyesuaian anggaran 
dalam mencapai kinerja 

1. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi 
proporsional anggaran 

 

    8. Terdapat efisiensi atas 

penggunaan anggaran 
dalam mencapai kinerja 

1. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar 

dalam efisiensi anggaran 

 



    9. Setiap unit/satuan kerja 
memahami dan peduli atas 
hasil pengukuran kinerja 

1. Unit atau satuan kerja mulai memahami 
dan peduli pentingnya pengukuran 
kinerja 

 

    10. Setiap pegawai memahami 
dan peduli atas hasil 

pengukuran kinerja 

1. Unit atau satuan kerja mulai memahami 
dan peduli pentingnya pengukuran 

kinerja 

 

3. Pelaporan 

Kinerja 

1. Terdapat dokumen 

laporan yang 
menggambarkan kinerja 

1. Dokumen laporan kinerja 

telah disusun 

1. Dokumen laporan kinerja telah disusun  

    2. Dokumen laporan kinerja 
telah disusun secara 
berkala 

1. Dokumen laporan kinerja telah disusun 
secara berkala per triwulan per bulan 

 

    3. Dokumen laporan kinerja 

telah diformalkan 

1. Dokumen laporan kinerja telah 

diformalkan 

 

    4. Dokumen laporan kinerja 

telah direviu 

1. Dokumen laporan kinerja Bidang Pajak 

sebagian baru dilakukan reviu 

Bidang Pajak 

      2. Dokumen laporan kinerja Bidang 
P2PATDA sebagian baru dilakukan reviu 

Bidang P2PATDA 

      3. Dokumen laporan kinerja Bidang PDLL 
sebagian baru dilakukan reviu 

Bidang PDLL 

      4. Dokumen laporan kinerja Bidang Wasbin 
sebagian baru dilakukan reviu 

Bidang Wasbin 

      5. Dokumen laporan kinerja Sekretariat 
sebagian baru dilakukan reviu 

Sekretariat 

      6. Dokumen laporan kinerja UPTB Puslia 
sebagian baru dilakukan reviu 

UPTB Puslia 

    5. Dokumen laporan kinerja 

telah dipublikasikan 

1. Dokumen laporan kinerja telah 

dipublikasikan 

 

    6. Dokumen laporan kinerja 

telah disampaikan tepat 
waktu 

1. Dokumen laporan kinerja telah 

disampaikan tepat waktu 
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Laporan Aksi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
TARGET 

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB 
KEGIATAN/ RINCIAN SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM/KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

ANGGARAN 

TRIWULAN I 
CAPAIAN KINERJA 

TRIWULAN I 

PENANGGUNG 

JAWAB 
KET 

TARGET REALISASI 

1. 
Meningkatnya 
Kapasitas Fiskal 

Daerah 

Indeks Kapasitas Fiskal 
Daerah 

2,02 Penagihan Pajak Daerah 
Jumlah Dokumen Tertanggihnya 
WP yang Memiliki Piutang Pajak 

1.422.980.200 

0,505 2,493 496,61 Kepala Badan  

2,02 
Pendataan dan Pendaftaraan 
Objek Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 

Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis 
Data Pajak Daerah 

510.000.000 

2. 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 
Pemerintah 

Nilai SAKIP Bapenda 84,07 
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
72.600.000 10,00 12,03 120,30 Kepala Badan 

 

3. 
Meningkatnya 
Kemandirian 

Fiskal Daerah 

Indeks Kemandirian Fiskal 
Daerah 

0,458 
Pengolahan, Pemeliharaan, dan 
Pelaporan Basis Data Pajak 

Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis 

Data Pajak Daerah 

98.500.000 0,11 0,518 470,91 
Kabid 
P2PATDA 

 

4. 

Meningkatnya 

pertumbuhan 
pendapatan 
daerah dalam 
APBD 

Pertumbuhan pendapatan 
daerah dalam APBD 

1,28 
Pengelolaan Dana Bagi Hasil 
Provinsi 

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 
Dana Bagi Hasil Provinsi 

120.800.000 0,32 (3,38) (1.054,69) 
Kepala Bidang 
PDLL 

 

5. 

Meningkatnya 
Kontribusi Rasio 
Pajak Daerah 
terhadap PDRB 

Rasio Pajak Daerah 
terhadap PDRB 

1,252 
Penyuluhan dan Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Penyuluhan dan Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak Daerah 

2.106.800.000 0,31 0,159 51,29 
Kepala Bidang 
Pajak 

 

6. 

Meningkatnya 
kontribusi PAD 
terhadap 

Pendapatan 
Daerah 

Persentase PAD terhadap 

Pendapatan Daerah 
49,89 

Pengolahan Data Retribusi 

Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 

Retribusi Daerah 

144.000.000 12,51 51,782 415,25 
Kepala Bidang 

Wasbin 
 

7. 

Meningkatnya 

Pendapatan Asli 
Daerah 

Persentase Realisasi 

Pencapaian Pendapatan 
Asli 

92,21 
Pendataan dan Pendaftaran Objek 
Retribusi Daerah 

Jumlah Data Objek, Subjek dan 
Wajib Retribusi Daerah 

102.000.000 10,00 16,566 165,66 
Kepala Bidang 
Pajak 

 



  
 

 

    
Pengolahan Data Retribusi 
Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 

Retribusi Daerah 

144.000.000 
Kepala Bidang 
Pajak 

 

8. 

Meningkatnya 
Kredibilitas 
Penerimaan 

Pendapatan Dari 
Perencanaan 
Awal 

Deviasi Realisasi PAD 
Terhadap Anggaran PAD 

Dalam APBD Dalam Batas 
Toleransi 

6,00 
Pelayanan dan Konsultasi Pajak 

Daerah 

Jumlah Laporan Permasalahan yang 
Telah Ditindaklanjuti dan Belum 

Ditindaklanjuti 

546.003.720 0,5 83,43 16.686 
Kepala Bidang 

P2PATDA 

 

9. 

Meningkatnya 

Kontribusi PAD 
Terhadap PDRB 

9.1 
Rasio PAD Terhadap 

PDRB Non Migas 
0,98 

Perencanaan Pengelolaan Pajak 

Daerah 

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Pajak Daerah 
548.800.000 0,2 0,129 64,50 

Kepala Bidang 

PDLL 

 

9.2 

Rasio PAD Terhadap 
PDRB Pengeluaran 
Konsumsi 

Pemerintah Daerah 

1,18 
Analisa dan Pengembangan Pajak 
Daerah, serta Penyusunan 
Kebijakan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak 
Daerah 

342.700.000 0,12 0,36 295,83 
Kepala Bidang 
Pajak 
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NO. 

SASARAN 
STRATEGIS 

LEVEL 

INTERMEDIATE 
OUTCOMES 

INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET 

2026 

KINERJA TRIWULAN I 
RINCIAN 

AKTIVITAS 
RISIKO PENUGASAN 

 
ANGGARAN SATUAN PELAKSANA 

KEGIATAN TRIWULAN I 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

1. 

Meningkatnya 

Kapasitas Fiskal 
Daerah 

Indeks Kapasitas Fiskal 

Daerah 
Indeks 2,02 0,505 2,493 

Optimalisasi 

Pendapatan 
Daerah 

Sinergi optimalisasi 

pendapatan bersama 
dengan Pansus DPRD 
Prov. Sumsel 

1.422.980.200 6 bulan 
Seluruh 
Bidang 

10,00 0,00 

Sinergi dan 
kolaborasi Opsen 
PKB dan Opsen BBN-

KB 

510.000.000 
17 

Kab/Kota 
Seluruh 
Bidang 

25,00 0,00 

2. 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Nilai SAKIP Bapenda Nilai 84,07 10,00 12,03 

Penugasan kinerja 
sampai ke level 
staf pelaksana 

(cascading) 

Evaluasi dan 
pemantauan kinerja 
secara berkala waktu 

72.600.000 4 kali 
Seluruh 
Bidang 

15,00 0,00 

3. 
Meningkatnya 
Kemandirian 
Fiskal Daerah 

Indeks Kemandirian Fiskal 
Daerah 

Indeks 0,458 0,11 0,518 
Optimalisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Sinergi dan 
kolaborasi Opsen 
PKB dan Opsen BBN-
KB 

98.500.000 
17 

Kab/Kota 
Bidang 
P2PATDA 

5,00 0,00 

4. 

Meningkatnya 
pertumbuhan 

pendapatan 
daerah dalam 
APBD 

Pertumbuhan pendapatan 
daerah dalam APBD 

% 1,28 0,32 (3,38) 

Sinergi dan 

koordinasi 
pendapatan 
transfer pusat  

Konsolidasi fiskal 

dengan pemerintah 
pusat 

120.800.000 4 kali Bidang PDLL 15,00 0,00 

5. 

Meningkatnya 
Kontribusi Rasio 
Pajak Daerah 

terhadap PDRB 

Rasio Pajak Daerah 
terhadap PDRB 

Rasio  1,252 0,31 0,159 
Pelaksanaan door 
to door service 

Minimnya petugas 
penagihan yang 
berbasis kompetensi 

juru sita 

2.106.800.000 8 kali Bidang Pajak 10,00 0,00 

6. 

Meningkatnya 

kontribusi PAD 
terhadap 
Pendapatan 
Daerah 

Persentase PAD terhadap 
Pendapatan Daerah 

% 12,51 19,24 51,782 
Pengolahan Data 
Retribusi Daerah 

Optimalisasi objek 
retribusi daerah 

144.000.000 
2 

semester 
Bidang 
Wasbin 

10,00 0,00 



  
 

 

7. 
Meningkatnya 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Persentase Realisasi 
Pencapaian Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

% 92,21 10,00 16,566 

Optimalisasi 
Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Minimnya sarana 
prasarana sebagai 

akibat luas 
jangkauan wilayah 

102.000.000 4 kali Bidang Pajak 20,00 0,00 

Pelaksanaan door 
to door service 

Minimnya petugas 
penagihan yang 
berbasis kompetensi 
juru sita 

2.106.800.000 8 kali Bidang Pajak 10,00 0,00 

Optimalisasi pajak 

bahan bakar 
kendaraan 
bermotor 

Jangkauan wilayah 
perairan sungai 

548.800.000 2 kali Bidang Pajak 25,00 0,00 

8. 

Meningkatnya 
Kredibilitas 
Penerimaan 

Pendapatan 
Dari 
Perencanaan 

Awal 

Deviasi Realisasi PAD 

Terhadap Anggaran PAD 
Dalam APBD Dalam Batas 
Toleransi 

% 6,00 0,5 83,43 

Ekstensifikasi 

penerimaan pajak 
daerah 

Terbatasnya sumber 

potensi penerimaan 
pajak daerah 

546.003.720 1 kali 
Bidang 
P2PATDA 

15,00 0,00 

9. 

Meningkatnya 

Kontribusi PAD 
Terhadap PDRB 

9.1 

Persentase Rasio PAD 

Terhadap PDRB Non 
Migas 

% 0,98 0,2 0,129 

Diversifikasi 

penerimaan pajak 
daerah 

Masih terdapatnya 

tunggakan 
penerimaan pajak 
daerah 

548.800.000 1 kali Bidang Pajak 25,00 0,00 

9.2 

Rasio PAD Terhadap 
PDRB Pengeluaran 

Konsumsi Pemerintah 
Daerah 

Rasio 1,18 0,12 0,36 
Intensifikasi 
penerimaan pajak 

daerah 

Masih terdapatnya 
wajib pajak yang non 

aktif 

342.700.000 2 kali Bidang Pajak 10,00 0,00 
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NO. 

SASARAN 
STRATEGIS 

LEVEL 
INTERMEDIATE 

OUTCOMES 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
TARGET 

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN/ RINCIAN SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM/KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

ANGGARAN 

TRIWULAN I 
CAPAIAN 

KINERJA 
TRIWULAN I 

PENANGGUNG 

JAWAB 
KET 

TARGET REALISASI 

1. 
Meningkatnya 
Rasio Pajak 

Daerah 

Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak Daerah 

Terhadap GDP 

1,73 
Penyuluhan dan Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Penyuluhan dan Penyebarluasan 

Kebijakan Pajak Daerah 

2.106.800..000 0,61 0,52 85,24 Bidang Pajak 

 

2. 
Meningkatnya 
Subjek Pajak 

Daerah 

Persentase Meningkatnya 
Subjek Pajak Daerah 

14,81 
Pendataan dan Pendaftaraan 
Objek Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pendataan 
dan Pendaftaran Objek Pajak 
Daerah, Subyek Pajak dan Wajib 

Pajak Daerah 

510.000.000 4,53 3,26 71,96 Bidang Pajak 

 

3. 
Berkurangnya 
Doleansi Pajak 
Daerah 

Persentase berkurangnya 
pengajuan doleansi pajak 

5,02 % Penagihan Pajak Daerah 
Jumlah Dokumen Tertanggihnya 
WP yang Memiliki Piutang Pajak 

1.422.980.200 1,02 0,96 94,12 Bidang Pajak 

 

4. 

Berkurangnya 
Kesalahan 
Dalam Ikhtisar 

Pembukuan 
Pajak Daerah 

Persentase meningkatnya 
ketelitian ikhtisar 

pembukuan pajak 

100 % 
Penelitian dan Verifikasi Data 
Pelaporan Pajak Daerah 

umlah Dokumen yang Telah 
Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 

Data Pelaporan Pajak Daerah 

40.000.000 25,00 30,06 120,24 Bidang Pajak 

 

5. 

Meningkatnya 
Rasio PAD 
Terhadap 

Penerimaan Lain 
lain Dalam APBD 

Rasio PAD Terhadap 

Penerimaan Lain lain 
95,43 

Pelaporan Pengelolaan Retribusi 

Daerah 

Jumlah Laporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah 
42.400.000 20,00 19,24 96,20 Bidang PDLL 

 

6. 
 

Meningkatnya 
Pendapatan 

Retribusi Daerah 

Persentase Meningkatnya 
Realisasi Pendapatan 

Retribusi Terhadap Target 

89,78 
Pengolahan Data Retribusi 
Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 

Retribusi Daerah 

144.000.000 10,00 13,06 130,6 Bidang PDLL 

 

7. 

Meningkatnya 
Pendapatan dari 

Penerimaan Bagi 
Hasil 

Persentase Meningkatnya 

Penerimaan Bagi Hasil 
83,93 

Pengolahan Data Retribusi 

Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 

Retribusi Daerah 

120.800.000 25,00 20,84 83,36 Bidang PDLL 

 



  
 

 

8. 
Meningkatnya 
Penerimaan dari 
Hibah 

Persentase Meningkatnya 
Penerimaan Hibah 

84,83 
Pendataan dan Pendaftaran 
Objek Retribusi Daerah 

Jumlah Data Objek, Subjek dan 
Wajib Retribusi Daerah 

102.000.000 10,00 0,00 0,00 Bidang PDLL 

 

9. 

Meningkatnya 

Level Maturitas 
Pengendalian 
Intern 

Pengawasan 
Pendapatan 
Daerah 

Level Maturitas 
Pengendalian Intern (0 - 5) 

3 
Pengendalian, Pemeriksaan dan 
Pengawasan Pajak Daerah 

umlah Dokumen Hasil Pemeriksaan 186.600.000 3 0,00 0,00 

Bidang 
Pengawasan 
dan 

Pembinaan 

 

10. 

Meningkatnya 

Pemeriksaan 
atas 
Pelaksanaan 

Pemungutan 
Pendapatan 
Daerah 
 

Persentase Meningkatnya 

Intensitas Pemeriksaan 
92,91 

Pembinaan dan Pengawasan 
Pengelolaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 
dan Pengawasan Pengelolaan 

Retribusi daerah 

20.000.000 10,00 9,21 92,10 

Bidang 
Pengawasan 

dan 
Pembinaan 

 

11. 

Berkurangnya 

Tindak Lanjut 
Penyelesaian 
atas Temuan 
Penyimpangan 

Pelanggaran 
Dalam 
Pendapatan 
Daerah 

Persentase Berkurangnya 
Tindak Lanjut Penyelesaian 

16,85 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pengelolaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 
dan Pengawasan Pengelolaan 

Retribusi daerah 

20.000.000 5,03 5,03 100,00 

Bidang 
Pengawasan 
dan 

Pembinaan 

 

12. 

Berkurangnya 

Tindakan 
Represif untuk 
Penertiban 
Keamanan 

dalam 
Pelaksanaan 
Pendapatan 
Daerah 

 

Persentase Berkurangnya 

Tindakan Refresif 
12,74 

Pengendalian, Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pemeriksaan 
186.600.000 3,74 0,00 0,00 

Bidang 
Pengawasan 

dan 
Pembinaan 

 

13. 

Meningkatnya 
Penggalian 
Sumber Potensi 
Pendapatan Asli 

Daerah 
 
 

Meningkatnya Sumber 
Potensi Pendapatan Asli 

Daerah 

82,19 
Perencanaan Pengelolaan Pajak 

Daerah 

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Pajak Daerah 
548.800.000 15,00 15,00 100,00 

Bidang 

P2PATDA 

 



  
 

 

14. 

Meningkatnya 
Objek Penelitian 
Potensi 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Persentase Meningkatnya 
Penelitian Objek Potensi 
Pendapatan Asli Daerah 

83,81 
Analisa dan Pengembangan Pajak 
Daerah, serta Penyusunan 
Kebijakan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak 
Daerah 

342.700.000 10,00 9,21 92,10 
Bidang 
P2PATDA 

 

15. 

Meningkatnya 
Kerjasama 

Dengan Pihak 
Ketiga 

Persentase Meningkatnya 

Kerjasama 
93,62 

Analisa dan Pengembangan Pajak 

Daerah, serta Penyusunan 
Kebijakan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak 

Daerah 
342.700.000 10,00 10,00 100,00 

Bidang 

P2PATDA 

 

16. 

Deregulasi 
Kebijakan Dalam 

Penetapan 
Sumber Potensi 

Persentase Meningkatnya 

Peraturan yang 
Diharmonisasi 

100,00 

Analisa dan Pengembangan Pajak 

Daerah, serta Penyusunan 
Kebijakan Pajak Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak 

Daerah 
342.700.000 25,00 27,18 108,72 

Bidang 

P2PATDA 

 

17. 

Meningkatnya 

Dukungan 
Sekretariat 
Dalam 
Peningkatan 

Pendapatan 
Daerah 

17.1 

Persentase 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Pertanggungjawaban 

Keuangan 

94,96 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran 

SKPD 

120.000.000 20,00 18,17 90,85 Sekretariat 

 

17.2 

Persentase Efisiensi 
dan Efektifitas 
Penggunaan 
Anggaran 

4,92 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

73.000.000 1,00 0,00 0,00 Sekretariat 

 

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

73.000.000 1,00 1,00 100,00 Sekretariat 

 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

72.600.000 1,00 1,00 100,00 Sekretariat 

 

17.3 

Persentase 

Meningkatnya 
Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Dalam 
Peningkatan 

Pendapatan Daerah 
 

80,92 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

243.500.000 5,00 0,00 0,00 Sekretariat  

 



  
 

 

 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

372.800.000 5,00 0,00 0,00 Sekretariat 
 

 
Sosialisasi Peraturan Perundang - 
undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan Perundang - 
Undangan 

293.200.000 5,00 0,00 0,00 Sekretariat 

 

18. 

Meningkatnya 

Layanan 
Berbasis 
Teknologi 

Informasi 

Persentase Meningkatnya 
Layanan Berbasis Teknologi 
Informasi 

62,67 
Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada SKPD 

7.771.400.000 10,00 7,71 77,10 
UPTB Puslia 
 

 

19. 

Meningkatnya 

Kerjasama 
Layanan Pada e 
commerce 

Persentase Meningkatnya 
Kerjasama 

91,54 
Analisa dan Pengembangan Pajak 
Daerah, serta Penyusunan 
Kebijakan Pajak Daerah 

Jumlah Laporan Pengembangan 
Pajak daerah dan Kebijakan Pajak 
Daerah 

342.700.000 10,00 10,00 100,00 UPTB Puslia 

 

20. 

Meningkatnya 
Digitalisasi 
Pembayaran 

Pendapatan 
Daerah 

Persentase Meningkatnya 
Penggunaan Digitalisasi 

79,21 
Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD 

7.771.400.000 15,00 12,48 83,20 UPTB Puslia 

 

21. 

Meningkatnya 
Sistem 
Keamanan Data 

Informasi 

Persentase Meningkatnya 
Sistem Keamanan Data 
Informasi 

41,78 
Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada SKPD 

7.771.400.000 5,00 0,00 0,00 UPTB Puslia 

 

22. 

Meningkatnya 

Kecepatan 
Internet 

Kecepatan Layanan Internet 

up to 100 MBPs 
100 

Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada SKPD 

7.771.400.000 25,00 25,00 100,00 UPTB Puslia 

 

23. 
Meningkatnya 
Pendapatan 

Pajak Daerah 

Persentase Meningkatnya 
Realisasi Pendapatan Pajak 

Terhadap Target 

100 
Pelayanan dan Konsultasi Pajak 
Daerah 

Jumlah Laporan Permasalahan 
yang Telah Ditindaklanjuti dan 

Belum Ditindaklanjuti 

546.003.720 25,00 19,14 76,56 

UPTB PPD 
Wilayah 
Kabupaten 
Kota se 

Sumatera 
Selatan 

 

24. 
Berkurangnya 
Tunggakan 
Pajak Daerah 

Persentase Berkurangnya 
Tunggakan Pajak 

8,62 Penagihan Pajak Daerah 
Jumlah Dokumen Tertanggihnya 
WP yang Memiliki Piutang Pajak 

1.422.980.200 2,00 0,00 0,00 

UPTB PPD 

Wilayah 
Kabupaten 
Kota se 

Sumatera 
Selatan 

 



  
 

 

25. 

Berkurangnya 
Kesalahan 

Perhitungan 
Dalam 
Penetapan Pajak 

Daerah 

Persentase Berkurangnya 

Kesalahan Perhitungan 
Dalam Penetapan Pajak 
Daerah 
 

9,60 Penetapan Wajib Pajak Daerah 
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak 
Daerah 

70.000.000 2,00 0,00 0,00 

UPTB PPD 
Wilayah 

Kabupaten 
Kota se 
Sumatera 
Selatan 
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NO. 

SASARAN 
STRATEGIS 

LEVEL 

INTERMEDIATE 
OUTCOMES 

INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET 

2026 

KINERJA TRIWULAN I 
RINCIAN 

AKTIVITAS 
RISIKO PENUGASAN 

 
ANGGARAN SATUAN PELAKSANA 

KEGIATAN TRIWULAN I 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

1. 
Meningkatnya 
Rasio Pajak 
Daerah 

Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak Daerah 
Terhadap GDP 

% 1,73 0,61 0,52 

Penyuluhan dan 

Penyebarluasan 
Kebijakan Pajak 
Daerah 

Minimnya sarana 

prasarana media 
penyampaian 
diseminasi pajak 
daerah  

2.106.800.000 4 kali Bidang Pajak 10,00 0,00 

2. 

Meningkatnya 

Subjek Pajak 
Daerah 

Persentase Meningkatnya 

Subjek Pajak Daerah 
% 14,81 4,53 3,26 

Penetapan wajib 

pajak daerah 

Masih terdapatnya 
objek wajib pajak 

baru yang belum 
ditetapkan 

510.000.000 1 kali Bidang Pajak 5,00 0,00 

3. 
Berkurangnya 
Doleansi Pajak 
Daerah 

Persentase berkurangnya 
pengajuan doleansi pajak 

% 5,02  1,02 0,96 
Penagihan pajak 
daerah 

Masih terdapatnya 
pengajuan doleansi 
pajak daerah  

1.422.980.200 2 kali Bidang Pajak 15,00 0,00 

4. 

Berkurangnya 
Kesalahan 

Dalam Ikhtisar 
Pembukuan 
Pajak Daerah 

Persentase meningkatnya 

ketelitian ikhtisar 
pembukuan pajak 

% 100  25,00 30,06 

Penelitian dan 

Verifikasi Data 
Pelaporan Pajak 
Daerah 

Masih terdapatnya 
kesalahan dalam 

pembukuan dan 
pelaporan pajak 
daerah 

40.000.000 4 kali Bidang Pajak 25,00 0,00 

5. 

Meningkatnya 
Rasio PAD 

Terhadap 
Penerimaan 
Lain lain Dalam 
APBD 

Rasio PAD Terhadap 
Penerimaan Lain lain 

Rasio 95,43  20,00 19,24 

Analisa dan 
Pengembangan 

Retribusi Daerah, 
serta Penyusunan 
Kebijakan 
Retribusi Daerah 

Masih terdapatnya 

potensi retribusi yang 
belum digali untuk 
peningkatan PAD 

42.400.000 2 kali Bidang PDLL 5,00 0,00 

6. 

Meningkatnya 

Pendapatan 
Retribusi 
Daerah 

Persentase Meningkatnya 
Realisasi Pendapatan 
Retribusi Terhadap Target 

% 89,78 10,00 13,06 
Perencanaan 
Pengelolaan 
Retribusi  Daerah 

Kerjasama 

pemanfaatan 
terhadap objek 
retribusi masih belum 
optimal 

144.000.000 1 kali Bidang PDLL 10,00 0,00 



  
 

 

7. 

Meningkatnya 
Pendapatan dari 

Penerimaan 
Bagi Hasil 

Persentase Meningkatnya 

Penerimaan Bagi Hasil 
% 83,93 25,00 20,84 

Pengelolaan Dana 

Bagi Hasil Provinsi 

Pola intensifikasi 
belum optimal 

terhadap penerimaan 
pusat 

120.800.000 4 kali Bidang PDLL 15,00 0,00 

8. 
Meningkatnya 
Penerimaan dari 
Hibah 

Persentase Meningkatnya 
Penerimaan Hibah 

% 84,83 10,00 0,00 
Pengolahan Data 
Retribusi Daerah 

Belum optimalnya 
penerimaan hibah  

102.000.000 4 kali Bidang PDLL 20,00 0,00 

9. 

Meningkatnya 
Level Maturitas 

Pengendalian 
Intern 
Pengawasan 
Pendapatan 

Daerah 

Level Maturitas 
Pengendalian Intern (0 - 5) 

Nilai 3 3 0,00 

Pengendalian, 

Pemeriksaan dan 
Pengawasan Pajak 
Daerah 

Belum optimalnya 

penerapan 
pengendalian intern 
pemerintah 

186.600.000 4 kali 

Bidang 

Pengawasan 
dan 
Pembinaan 

15,00 0,00 

10. 

Meningkatnya 

Pemeriksaan 
atas 
Pelaksanaan 

Pemungutan 
Pendapatan 
Daerah 

Persentase Meningkatnya 
Intensitas Pemeriksaan 

% 92,91 10,00 9,21 

Pembinaan dan 
Pengawasan Pajak 
Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Belum optimalnya 
pengawasan pajak 
daerah dan retribusi 

daerah 

20.000.000 2 kali 

Bidang 
Pengawasan 
dan 

Pembinaan 

5,00 0,00 

11. 

Berkurangnya 
Tindak Lanjut 
Penyelesaian 

atas Temuan 
Penyimpangan 
Pelanggaran 

Dalam 
Pendapatan 
Daerah 

Persentase Berkurangnya 
Tindak Lanjut Penyelesaian 

% 16,85 5,03 5,03 

Pembinaan dan 
Pengawasan Pajak 
Daerah dan 
Retribusi Daerah 

Masih terdapatnya 
pelanggaran dalam 
pendapatan daerah 

20.000.000 2 kali 

Bidang 
Pengawasan 
dan 
Pembinaan 

5,00 0,00 

12. 

Berkurangnya 
Tindakan 
Represif untuk 

Penertiban 
Keamanan 
dalam 

Pelaksanaan 
Pendapatan 
Daerah 

Persentase Berkurangnya 
Tindakan Refresif 

% 12,74 3,74 0,00 

Pengendalian, 
Pemeriksaan dan 
Pengawasan Pajak 
Daerah 

Masih terdapatnya 
pelaksanaan yang 
belum tertib sesuai 
dengan SOP 

186.600.000 4 kali 

Bidang 
Pengawasan 
dan 
Pembinaan 

15,00 0,00 



  
 

 

13. 

Meningkatnya 
Penggalian 

Sumber Potensi 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Persentase Meningkatnya 

Sumber Potensi Pendapatan 
Asli Daerah 

% 82,19 15,00 15,00 

Analisa dan 
Pengembangan 

Pajak Daerah, 
serta Penyusunan 
Kebijakan Pajak 
Daerah 

Pengembangan pajak 
daerah belum 

sepenuhnya mengacu 
pada kemampuan 
dan kapasitas daerah 

548.800.000 1 kali 
Bidang 
P2PATDA 

5,00 0,00 

14. 

Meningkatnya 
Objek Penelitian 

Potensi 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Persentase Meningkatnya 

Penelitian Objek Potensi 
Pendapatan Asli Daerah 

% 83,81 10,00 9,21 

Pengolahan, 

Pemeliharaan dan 
Pelaporan Basis 
Data Pajak Daerah 

Penelitian berbasis 

atas daya dukung 
daerah belum optimal 

342.700.000 1 kali 
Bidang 
P2PATDA 

10,00 0,00 

15. 

Meningkatnya 

Kerjasama 
Dengan Pihak 
Ketiga 

Persentase Meningkatnya 
Kerjasama 

% 93,62 10,00 10,00 

Analisa dan 
Pengembangan 

Retribusi Daerah, 
serta Penyusunan 
Kebijakan 
Retribusi Daerah 

Belum optimalnya 

penggalian sumber 
retribusi baru bagi 
daerah 

342.700.000 4 kali 
Bidang 
P2PATDA 

5,00 0,00 

16. 

Deregulasi 
Kebijakan 

Dalam 
Penetapan 
Sumber Potensi 

Persentase Meningkatnya 

Peraturan yang 
Diharmonisasi 

% 100,00 25,00 27,18 

Perencanaan 

Pengelolaan Pajak 
Daerah 

Masih terdapatnya 
kebijakan yang belum 

diharmonisasi terkait 
dengan kebijakan 
investasi daerah 

342.700.000 1 kali 
Bidang 
P2PATDA 

15,00 0,00 

17. 

Meningkatnya 

Dukungan 
Sekretariat 
Dalam 
Peningkatan 

Pendapatan 
Daerah 

1.1 

Persentase 
Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Pertanggungjawaban 

Keuangan 

% 94,96 20,00 18,17 

Koordinasi 

Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan / 

Triwulan / 
Semesteran SKPD 

Masih terdapatnya 
jurnal koreksi atas 
pertanggungjawaban 

keuangan 

120.000.000 4 kali Sekretariat 10,00 0,00 

1.2 

Persentase Efisiensi 

dan Efektifitas 
Penggunaan 
Anggaran 

% 4,92 1,00 0,00 

Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Masih terdapatnya 

GAP antara dokumen 
perencanaan dengan 
dokumen anggaran 

73.000.000 2 kali Sekretariat 15,00 0,00 



  
 

 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Pemantauan dan 
evaluasi terhadap 

kinerja dilakukan 
secara berkala 

72.600.000 4 kali Sekretariat 15,00 0,00 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 

Evaluasi kinerja 
anggaran terhadap 
sasaran strategis 
belum optimal 

73.000.000 2 kali Sekretariat 15,00 0,00 

1.3 

Persentase 
Meningkatnya 

Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Dalam 
Peningkatan 

Pendapatan Daerah 

% 80,92 5,00 0,00 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Pelaksanaan tugas 
ASN belum optimal 

372.800.000 4 kali Sekretariat  20,00 0,00 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Masih minimnya 
pegawai yang 
mempunyai 

kompetensi sesuai 
dengan kinerja ASN 

372.800.000 4 kali Sekretariat 20,00 0,00 

Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang - 

undangan 

Peningkatan capacity 
building bagi pegawai 
terhadap peraturan 

terkait kinerja ASN 

293.200.000 4 kali Sekretariat 20,00 0,00 

18. 

Meningkatnya 
Layanan 
Berbasis 
Teknologi 

Informasi 

Persentase Meningkatnya 
Layanan Berbasis Teknologi 
Informasi 

% 62,67 10,00 7,71 

Dukungan 

Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 

Elektronik pada 
SKPD 

Masih rendahnya 
penggunaan 
digitalisasi dalam 

SPBE 

7.771.400.000 4 kali UPTB Puslia 15,00 0,00 

19. 

Meningkatnya 
Kerjasama 
Layanan Pada e 

commerce 

Persentase Meningkatnya 
Kerjasama 

% 91,54 10,00 10,00 
Meningkatnya 
modern channel 

Belum optimalnya 
kerjasama layanan e 
commerce pada 

pembayaran pajak  

342.700.000 1 kali UPTB Puslia 10,00 0,00 



  
 

 

20. 

Meningkatnya 
Digitalisasi 

Pembayaran 
Pendapatan 
Daerah 

Persentase Meningkatnya 

Penggunaan Digitalisasi 
% 79,21 15,00 12,48 

Pengembangan 
digitalisasi dalam 

pembayaran pajak 
daerah 

Belum optimalnya 

layanan berbasis 
digitalisasi 

7.771.400.000 1 kali UPTB Puslia 10,00 0,00 

21. 

Meningkatnya 
Sistem 

Keamanan Data 
Informasi 

Persentase Meningkatnya 

Sistem Keamanan Data 
Informasi 

% 41,78 5,00 0,00 

Pemeliharaan 

asset tak 
berwujud 

Masih rendahnya 
tingkat keamanan 

system informasi 
basis pajak daerah 

7.771.400.000 2 kali UPTB Puslia 15,00 0,00 

22. 

Meningkatnya 

Kecepatan 
Internet 

Kecepatan Layanan Internet 

up to 100 MBPs 
MBPs 100 25,00 25,00 

Peningkatan akses 

internet pada 
blank spot area 

Masih terdapatnya 

blank spot area 
7.771.400.000 4 kali UPTB Puslia 20,00 0,00 

23. 
Meningkatnya 
Pendapatan 

Pajak Daerah 

Persentase Meningkatnya 
Realisasi Pendapatan Pajak 

Terhadap Target 

% 100 25,00 19,14 
Optimalisasi 
pendapatan pajak 

daerah 

Masih rendahnya 
partisipasi wajib 
pajak dalam 

membayar pajak 
daerah 

546.003.720 4 kali 

UPTB PPD 
Wilayah 
Kabupaten 
Kota se 

Sumatera 
Selatan 

10,00 0,00 

24. 

Berkurangnya 

Tunggakan 
Pajak Daerah 

Persentase Berkurangnya 

Tunggakan Pajak 
% 8,62 2,00 0,00 

Optimalisasi 

pelaksanaan door 
to door service 

Masih terdapatnya 
tunggakan dalam 

pembayaran pajak 
daerah 

1.422.980.200 4 kali 

UPTB PPD 
Wilayah 
Kabupaten 

Kota se 
Sumatera 
Selatan 

20,00 0,00 

25. 

Berkurangnya 
Kesalahan 

Perhitungan 
Dalam 
Penetapan 
Pajak Daerah 

Persentase Berkurangnya 

Kesalahan Perhitungan 
Dalam Penetapan Pajak 
Daerah 

% 9,60 2,00 0,00 

Penelitian dan 

Verifikasi Data 
Pelaporan Pajak 
Daerah 

Masih terdapatnya 

kesalahan 
perhitungan sesuai 
dengan NJKB 

70.000.000 1 kali 

UPTB PPD 
Wilayah 

Kabupaten 
Kota se 
Sumatera 
Selatan 

15,00 0,00 

 

 

 



  
 

 

Pengukuran Kinerja  

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun Anggaran : 2026 

 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

TRIWULAN I 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA (%) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1. 
Meningkatnya Kapasitas 
Fiskal Daerah 

Indeks Kapasitas Fiskal 
Daerah 

0,502 2,493 496,61 

2. 
Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Nilai SAKIP Bapenda 10,00 12,03 120,30 

3. 

Meningkatnya 
Kredibilitas Penerimaan 
Pendapatan Dari 

Perencanaan Awal 

Deviasi Realisasi PAD 
Terhadap Anggaran PAD 
Dalam APBD (Revenue 
Mobilization) 

0,5 83,43 16.686 

4. 

Meningkatnya 

FiskalKemandirian
Daerah 

Indeks Kemandirian 
Fiskal Daerah 

0,11 0,518 470,91 

5. 

Meningkatnya 
pertumbuhan 

pendapatan daerah 
dalam APBD 

Pertumbuhan 

daerahpendapatan
dalam APBD 

0,32 (3,38) (1.054,69) 

6. 
Meningkatnya 
Kontribusi Rasio Pajak 

Daerah terhadap PDRB 

DaerahRasio Pajak
terhadap PDRB 

0,31 0,159 51,29 

7. 

Meningkatnya kontribusi 

PAD terhadap 
Pendapatan Daerah 

PADPersentase

Pendapatanterhadap
Daerah 

12,47 51,782 415,25 

8. 
Meningkatnya 

Pendapatan Asli Daerah 

Persentase Realisasi 
Pencapaian Pendapatan 

Asli Daerah (PAD 

10,00 16,566 165,66 

9. 
Meningkatnya 

PADKontribusi
Terhadap PDRB 

RasioPersentase PAD 
NonPDRBTerhadap

Migas 
0,2 0,129 64,50 

Rasio PAD Terhadap 
PDRB Pengeluaran 

Konsumsi Pemerintah 
Daerah 

0,12 0,36 295,83 
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[1] [2] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [21] [22] [23] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [36] [37] [38]

1 Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah 0.505 2.493 493.663 1 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1,422,980,200.00    1,422,980,200.00    100.000 -                     0.000 -                        0.000 -                     0.000 -                        0.000 1 1 Kepala Bapenda Bidang Pajak

Bidang P2PATDA

Bidang PDLL

Bidang Wasbin

2

2

2

3

4

3

5

6

7

8

9

2 0.500 83.430 16,686.00   1 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 548,800,000.00       548,800,000.00       100.000 -                     0.000 -                        0.000 -                     0.000 -                        0.000 1 Kepala Badan Bidang Pajak

Bidang P2PATDA

Bidang PDLL

Bidang Wasbin

2

3

2

4

5

6

7

3 0.110 0.518 470.909 1 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 98,500,000.00         98,500,000.00         100.000 -                     0.000 -                        0.000 -                     0.000 -                        0.000 1 Kepala Badan Bidang Pajak

Bidang P2PATDA

Bidang PDLL

2 Bidang Wasbin

3

4

2

5

6

7

8

9

4 0.320 (3.38)   (1,056.25)    1 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 120,800,000.00       120,800,000.00       100.000 -                     0.000 -                        0.000 -                     0.000 -                        0.000 1 1 Kepala Badan Bidang Pajak

Bidang P2PATDA

Bidang PDLL

Bidang Wasbin

2 2 2

3 Menyesuaikan dengan pencatatan akuntansi di SIPD 3

4 4

5 5

6 6

5 0.310 0.159 51.290 1 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2,106,800,000.00    2,106,800,000.00    100.000 -                     0.000 -                        0.000 -                     0.000 -                        0.000 1 1 Kepala Badan Bidang Pajak

Bidang P2PATDA

Bidang PDLL

Bidang Wasbin

2 2

3 3
2

4 4

5 5

6 Melakukan pengawasan pajak daerah secara intensif 6 Belum optimalnya sistem pengendalian intern 

6 12.510 19.240 153.797 1 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 144,000,000.00       144,000,000.00       100.000 -                     0.000 -                        0.000 -                     0.000 -                        0.000 1 Kepala Badan Bidang Pajak

Bidang P2PATDA

Bidang PDLL

2 Bidang Wasbin

3

2 4

3 5

6

7 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 10.000 16.566 165.660 1 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 548,800,000.00       548,800,000.00       100.000 -                     0.000 -                        0.000 -                     0.000 -                        0.000 1 Kepala Badan Bidang Pajak

Bidang P2PATDA

Bidang PDLL

Bidang Wasbin

2

2 3

4

Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang 

menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan 

efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan 

kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar 

menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi 

pencapaian standar Bapenda Provinsi Sumatera 

Selatan

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam 

mematuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak 

sangat menentukan pencapaian target Pendapatan 

Daerah. Upaya sosialisasi dan penyuluhan pajak yang 

telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir belum banyak meningkatkan kesadaran wajib 

pajak

Optimalisasi pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor

Minimnya sarana prasarana 

sebagai akibat luas jangkauan 

wilayah

Melakukan update pendataan wajib pajak untuk 

memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek 

wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama 

dengan perizinan setempat

Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat 

untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah

Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target 

k inerja yang memilik i realisasi k inerja terendah antara 

lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak 

pemangku kepentingan lainnya

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar 

merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pencapaian kinerja organisasi. Sarana dan prasarana 

yang ada di lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera 

Selatan dan UPTB masih belum sesuai standar yang 

berlaku

Optimalisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)

Minimnya sarana prasarana 

sebagai akibat luas jangkauan 

wilayah

Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam 

menggali potensi Retribusi Daerah

Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap 

terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan 

pihak ketiga

Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru 

seperti samsat desa dan samsat drive thru

Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek 

pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air 

Permukaan (PAP) yang berada di semua 

Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan

Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, 

TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran 

penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di 

perairan

Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan 

Bermotor secara persuasif

Meningkatnya kontribusi PAD terhadap 

Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kemajuan teknologi selayaknya dapat k ita manfaatkan 

untuk mempermudah seluruh aktiv itas, begitu juga 

dengan pengelolaan pendapatan daerah. Kebutuhan 

akan sistem/aplikasi yang mumpuni mutlak diperlukan 

untuk menunjang pengelolaan pendapatan daerah. 

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan Bapenda 

bersama dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan 

daerah yakni institusi Polri, Jasa Raharja dan Bank 

Sumselbabel dalam pengelolaan SAMSAT

Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi aspek 

penting dalam pencapaian target k inerja Perangkat 

Daerah. Sumber daya manusia yang berkompetensi 

dapat memberikan gambaran analisis serta dapat 

menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah

Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen 

BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota

Penguatan sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen 

PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota

Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB 

dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan 

pendapatan di sektor pajak daerah

Konsolidasi Bersama Kementerian Dalam Negeri terkait 

kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah

Perlambatan struktur perekonomian daerah yang 

mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah

Memberikan insentif fiskal daerah untuk memberikan 

stimulus bagi investasi daerah

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak 

daerah masih rendah terutama pajak PKB

Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 

agar patuh dalam membayar pajak daerah untuk 

pembangunan daerah

Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak 

Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Pelayanan terhadap wajib pajak harus berdasarkan 

pada standar yang telah ditetapkan. Standarisasi 

pelayanan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan 

belum dilakukan dengan baik sehingga perlu 

dilakukan upaya perumusan, penyusunan, 

pengaplikasian dan pengevaluasian standar-standar 

pelayanan yang merupakan bagian dari pengawasan 

dan pembinaan organisasi

Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang 

menghambat pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen agar memfokuskan pengambilan 

kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memilik i risiko 

tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam 

kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya 

penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM 

ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran 

pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan 

Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan

Pelaksanaan door to door 

service

Minimnya petugas penagihan 

yang berbasis kompetensi 

juru sita

Meningkatnya pertumbuhan 

pendapatan daerah dalam APBD

Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 

1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan 

Opsen PKB dan Opsen BBN-KB

Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai 

berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan 

bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment 

secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota

Sinergi dan koordinasi 

pendapatan transfer pusat 

Konsolidasi fiskal dengan 

pemerintah pusat

Penyesuaian dan harmonisasi kebijakan UU 1/2022 

kedalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023

Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 

1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan 

Opsen PKB dan Opsen BBN-KB

Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai 

berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan 

bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment 

secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota

Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan 

Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD 

Kabupaten/Kota

Sinergi dan kolaborasi pendanaan dan kegiatan Opsen 

PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Optimalisasi Pendapatan Asli 

Daerah

Sinergi dan kolaborasi Opsen 

PKB dan Opsen BBN-KB

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan

Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota

Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah

transaksi pembayaran pajak daerah seperti,

pembayaran secara non tunai menggunakan mesin

EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak

melalui modern kanal

Pemberian insentif fiskal Pajak PKB dan Pajak BBN-KB

berupa equivalen sama seperti pembayaran pajak

pelaksanaan UU 28 tahun 2009

Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD)

bersama dengan OPD terkait antara lain Dinas Energi

Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Satuan

Polisi Pamong Praja

Melakukan pengawasan terhadap pajak daerah

berbasis mitigasi risiko

Pelaksanaan penagihan pajak daerah secara door to

door service

Melaksanakan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah

Pusat secara berkala waktu

Optimalisasi Pendapatan 

Daerah

Sinergi dan kolaborasi Opsen 

PKB dan Opsen BBN-KB

Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang 

menghambat pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen agar memfokuskan pengambilan 

kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memilik i risiko 

tinggi

Pelayanan terhadap wajib pajak harus berdasarkan 

pada standar yang telah ditetapkan. Standarisasi 

pelayanan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan 

belum dilakukan dengan baik sehingga perlu 

dilakukan upaya perumusan, penyusunan, 

pengaplikasian dan pengevaluasian standar-standar 

pelayanan yang merupakan bagian dari pengawasan 

dan pembinaan organisasi

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar 

merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pencapaian kinerja organisasi. Sarana dan prasarana 

yang ada di lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera 

Selatan dan UPTB masih belum sesuai standar yang 

berlaku

Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD 

pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima 

penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan secara rutin

Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

dari sisi pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah

Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian

Triwulan I Trwiulan II Triwulan III Triwulan IV Tahunan

Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi aspek 

penting dalam pencapaian target k inerja Perangkat 

Daerah. Sumber daya manusia yang berkompetensi 

dapat memberikan gambaran analisis serta dapat 

menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah

Memperkuat basis data pajak daerah dengan potensi 

kemampuan daerah

Meningkatkan intensifikasi pajak daerah dengan 

program peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah

Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan 

peningkatan pendaftaran wajib pajak baru untuk 

memberikan stimulus peningkatan investasi daerah

Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib 

pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian 

Keuangan

PENANGGUNGJAWAB 

KINERJA
KETERANGAN

Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia 

kendaraan bermotor

Konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara 

berkala waktu

Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk 

berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah

Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat 

bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up 

grading data serta peralatan pengolahan data yang 

lebih canggih dan modern

Memperluas akses keuangan pembayaran pajak 

daerah melalui plaform digitalisasi untuk inklusi 

keuangan yang lebih baik

Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan

Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di 

seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami 

perlambatan pertumbuhan ekonomi

Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian 

sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah

Terus berupaya melakukan sosialisasi kebijakan pajak 

daerah secara massif

Memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif 

untuk menstimulus pertumbuhan investasi di Sumatera 

Selatan

Meningkatkan kinerja makroekonomi mendukung 

PSN untuk mendapatkan umpan balik berupa 

pemberian Dana Insentif Daerah

Kendaraan yang beroperasional dalam menjalankan 

usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal 

dari luar Provinsi Sumatera Selatan

Kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Provinsi lainnya

REALISASI ANGGARAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rupiah Rupiah %Rupiah % % Rupiah %

%

Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian Target Realisasi % Capaian

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

PELAKSANA

[3]

ANGGARAN

Mendukung Kinerja RKA/DPA

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

[19]

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

[20]

RINCIAN AKTIVITAS

[24]

RISIKO PENUGASAN

[25]

Faktor Pendukung

[34]

ANALISA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Faktor Penghambat

[35]

INDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGISNO. CATATAN REKOMENDASI

Kemajuan teknologi selayaknya dapat k ita manfaatkan 

untuk mempermudah seluruh aktiv itas, begitu juga 

dengan pengelolaan pendapatan daerah. Kebutuhan 

akan sistem/aplikasi yang mumpuni mutlak diperlukan 

untuk menunjang pengelolaan pendapatan daerah. 

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan Bapenda 

bersama dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan 

daerah yakni institusi Polri, Jasa Raharja dan Bank 

Sumselbabel dalam pengelolaan SAMSAT

Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan 

Pendapatan Dari Perencanaan Awal

Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD 

Dalam APBD (Revenue Mobilization )

Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang 

menghambat pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen agar memfokuskan pengambilan 

kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memilik i risiko 

tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam 

kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya 

penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM 

ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran 

pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan 

Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam 

mematuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak 

sangat menentukan pencapaian target Pendapatan 

Daerah. Upaya sosialisasi dan penyuluhan pajak yang 

telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir belum banyak meningkatkan kesadaran wajib 

pajak

Penugasan kinerja sampai ke 

level staf pelaksana 

(cascading)

Evaluasi dan pemantauan 

kinerja secara berkala waktu

Sinergi dan kolaborasi bersama OPD pemungut 

retribusi dalam menggali potensi PAD dari sektor 

Retribusi 

Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam 

rangka penambahan kuato akses data kependudukan

Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap 

terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan 

pihak ketiga

Pembentukan Satgas OPAD PBB-KB pada perairan/laut 

di Provinsi Sumatera Selatan

Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru 

seperti samsat desa dan samsat drive thru

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang

berlangsung pada tanggal 16 Agustus 2025 s.d 17

Desember 2025

Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) 

telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai 

k inerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e 

kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan kinerja

Meningkatnya Kemandirian Fiskal 

Daerah

Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang 

menghambat pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen agar memfokuskan pengambilan 

kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memilik i risiko 

tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam 

kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya 

penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM 

ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran 

pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan 

Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan

Proses Bisnis belum dijadikan dalam panduan dalam 

melihat hubungan kerja yang efektif dan efisien antar 

unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai 

dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan 

keluaran yang bernilai tambah bagi pencapaian 

standar Bapenda Provinsi Sumatera Selatan



5

6

8 1 0.200 0.129 64.500 1 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 548,800,000.00       548,800,000.00       100.000 -                     0.000 -                        0.000 -                     0.000 -                        0.000 1 1 Kepala Badan Bidang Pajak

Bidang P2PATDA

Bidang PDLL

Bidang Wasbin

2 2

3 3

2

4 4

5 5

6 6

2 0.120 0.360 300.000 1 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 342,700,000.00       342,700,000.00       100.000 -                     0.000 -                        0.000 -                     0.000 -                        0.000 1 Kepala Badan Bidang Pajak

Bidang P2PATDA

Bidang PDLL

2 Bidang Wasbin

3

2

4

5

3

6

7 Pelaksanaan door to door service

8

9

4

Belum optimalnya pelaksanaan atas rekomendasi dari 

KPK

Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi 

pendapatan daerah

Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang 

menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami 

perlambatan yang mempengaruhi daya beli 

masyarakat terhadap kendaraan baru

Diperlukan menciptakan peluang investasi daerah 

mendorong investor dengan memberikan insentif fiskal 

daerah 

Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke 

titik pelayanan wilayah pedesaan

Diperlukan Kerjasama dengan BUMDes atau Koperasi 

Merah Putih atau Posko Bantuan Hukum yang 

tersebar di wilayah Sumatera Selatan sampai ke 

wilayah pedesaan

Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB 

dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota

Mengadakan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah 

Bersama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor 

pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum 

berjalan secara optimal

Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian atas 

kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak 

daerah dan retribusi daerah

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

kewajiban pajak daerah belum optimal

Meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat 

secara massif dan berkala waktu

Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 

(OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait 

dan secara berkala waktu

Cascading pohon kinerja dengan indikator mulai dari 

sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level 

ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, 

indikator output, indikator outcomes dan indikator 

impact harus dijadikan tolok ukur k inerja Perangkat 

Daerah

Meningkatnya Kontribusi PAD 

Terhadap PDRB

Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non 

Migas

Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang 

menghambat pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen agar memfokuskan pengambilan 

kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memilik i risiko 

tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam 

kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya 

penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM 

ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran 

pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan 

Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan

Perlu adanya revisi Peraturan Daerah terkait belum 

terakomodirnya upaya-upaya optimalisasi penerimaan 

Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli 

Daerah; Retribusi Daerah serta peraturan-peraturan 

daerah lainnya terkait dengan optimalisasi penerimaan 

Pendapatan Daerah sehingga diperlukannya kegiatan 

pemetaan potensi Pendapatan Daerah, khususnya 

Pendapatan Asli Daerah yang akan diakomodir 

dengan aturan yang berlaku

Diversifikasi penerimaan pajak 

daerah

Masih terdapatnya tunggakan 

penerimaan pajak daerah

Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran 

Konsumsi Pemerintah Daerah

Kemajuan teknologi selayaknya dapat k ita manfaatkan 

untuk mempermudah seluruh aktiv itas, begitu juga 

dengan pengelolaan pendapatan daerah. Kebutuhan 

akan sistem/aplikasi yang mumpuni mutlak diperlukan 

untuk menunjang pengelolaan pendapatan daerah. 

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan Bapenda 

bersama dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan 

daerah yakni institusi Polri, Jasa Raharja dan Bank 

Sumselbabel dalam pengelolaan SAMSAT

Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi aspek 

penting dalam pencapaian target k inerja Perangkat 

Daerah. Sumber daya manusia yang berkompetensi 

dapat memberikan gambaran analisis serta dapat 

menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah

Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang 

menghambat pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen agar memfokuskan pengambilan 

kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memilik i risiko 

tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam 

kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya 

penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM 

ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran 

pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan 

Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan

Pelayanan terhadap wajib pajak harus berdasarkan 

pada standar yang telah ditetapkan. Standarisasi 

pelayanan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan 

belum dilakukan dengan baik sehingga perlu 

dilakukan upaya perumusan, penyusunan, 

pengaplikasian dan pengevaluasian standar-standar 

pelayanan yang merupakan bagian dari pengawasan 

dan pembinaan organisasi

Intensifikasi penerimaan pajak 

daerah

Masih terdapatnya wajib pajak 

yang non aktif

Memberikan program keringanan tarif Pajak 

Kendaraan Bermotor Progresif berupa tarif Rp. 0

Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah 

transaksi pembayaran pajak daerah seperti, 

pembayaran secara non tunai menggunakan mesin 

EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak 

melalui modern kanal

Penempelan stiker tanda lunas di kendaran bermotor 

sebagai inovasi pengawasan terhadap kendaraan 

bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak

Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di 

Provinsi Sumatera Selatan

Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia 

kendaraan bermotor

Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB, Opsen 

BBN-KB serta Opsen MBLB dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota

Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan 

beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 

lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan 

informal secara bertahap
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